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Proses PKPU menjadi kesempatan bagi kreditor untuk mengajukan tagihan/piutangnya kepada debitor,
Dalam penelitian ini PT Brent Ventura menempuh proses PKPU sebagai langkah proses hukum dalam hal
penyelesaian utang debitor kepada seluruh kreditornya sehingga proses PK PU menjadi proses hukum yang
final dan maksimal daam memberik keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi keseluruhan
kreditornya. Namun, dalam proses PKPU, ditemukan beberapa permasalahan khususnya mengenai kreditor
yang terlambat dan bahkan ada kreditor yang sengaja dan sadar tidak mengajukan tagihannya dalam proses
PKPU. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif untuk mengkaji kaidah/asas
hukum yang berhubungan dengan masalah kepastian hukum putusan PKPU yang bersifat final dan mengikat
final dan binding dan kesepakatan perdamaian dalam PKPU. Metode pendekatan yang diterapkan adalah
pendekatan perundang-undangan statute approach dan pendekatan kasus case approach.

Proses PKPU adalah jalan terbaik bagi debitor dan para kreditor untuk menyel esaikan permasalahan utang-
piutangnya secara damai. Sehingga disarankan kepada Para kreditor untuk dapat mengajukan tagihan dalam
proses PKPU sewaktu-waktu adanya PKPU terhadap debitornya sehingga PK PU menjadi wadah

penyel esaian utang-piutang antara debitor dan para kreditor tanpa harus adanya pailit. Hal ini sesuai dengan
tujuan Hukum K epailitan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan PKPU.
Selanjutnya harus menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum
saat ini dan yang akan datang terkait dengan kewajiban penyebaran informasi oleh Pengurus PKPU untuk
memberitahukan Kreditor dan mengumumkan perkembangan perkara Kepailitan PKPU yaitu diantaranya
dapat dilakukan dengan cara perbaikan UUK-PKPU No. 37 tahun 2004 tentang K epalitan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang khususnya ketentuan mengenai kewajiban Pengurus PKPU untuk
memberitahukan dan mengumumkan kepada Kreditor melalui surat kabar harian dalam setiap Proses
kepailitan PKPU yang sedang dijalankan.

<hr /><i>PKPU process becomes an opportunity for creditors to submit bill receivables to debtor. In this
research, PT Brent Ventura pursued PKPU process as legal process step in settling debtor debt to all
creditors so PKPU process becomes final and maximal legal processin provide justice, certainty law and
benefits for the entire creditors. However in the PKPU process, some problems were found, especially
concerning late creditors and even some creditor who deliberately and conscioudly did not file their billsin
the PKPU process. This research is descriptive research that is normative juridical to examine the rule legal
principle related to the legal certainty of PKPU decision which isfinal and binding and peace agreement in
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PKPU. Applied approach method is statute approach and case approach.

The PKPU processis the best way for debtors and creditors to settle their debt issues peacefully. Soitis
advisable to the creditors to be able to submit abill in the PKPU process at any time PKPU to the debtor so
that PK PU becomes a place to settle debts between the debtor and the creditors without the need for
bankruptcy. Thisisin accordance with the objectives of Bankruptcy Law as stated in the General
Explanation of Bankruptcy PKPU Law. Furthermore, it should be the government 39 s attention to provide
solutions to current and future legal issues related to the information dissemination obligation by the
Management of PKPU to notify the Creditor and announce the devel opment of Bankruptcy PKPU case that
can be done by means of UUK PKPU repair. Law No. 37 Y ear 2004 concerning Shallowing Postponement
of Debt Payment Obligations, especially the provisions regarding the obligations of the Management of
PKPU to notify and announce to the Creditor through daily newspapers in every ongoing bankruptcy PKPU
process.</i>



